[image: image1.png]


SIARAN PERS
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN


Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng
Tahun Anggaran 2013
Makassar, Senin (19 Mei 2014) – Memenuhi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan, Tri Heriadi, S.H., M.M., menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2013 kepada Ketua DPRD Kab. Bantaeng yang diwakili oleh Wakil Ketua, dan Bupati Bantaeng di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, pada hari ini (19/5/2014). Dalam penyampaian LHP LKPD Kab. Bantaeng TA 2013 tersebut, hadir pula pejabat pelaksana BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

LKPD merupakan bentuk pertangungjawaban pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng. LKPD TA 2013 meliputi Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sebelum LKPD dibahas DPRD Kab. Bantaeng sebagai pertanggungjawaban APBD TA 2013, LKPD tersebut diperiksa BPK. Setelah BPK menerima LKPD dari Pemerintah Kabupaten, BPK memeriksa LKPD tersebut dan menyampaikan LHP atas LKPD kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten.

LHP LKPD TA 2013 terdiri dari tiga buku, yaitu: (1) LHP atas LKPD TA 2013; (2) LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) LKPD TA 2013; dan (3) LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan LKPD TA 2013. 
BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, atas laporan keuangan tersebut, BPK memberikan pendapat atau opini “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)” hal ini karena dalam LKPD TA 2013 masih dijumpai kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundangan yang berlaku dibidang Keuangan Negara. LKPD yang disusun Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecuali beberapa permasalahan sebagai berikut:
a.    Terdapat aset tetap dalam penelusuran/ tidak dapat ditelusuri pada 3 (tiga) SKPD sebesar    Rp11.234.020.504,0 yang tidak didukung dengan daftar rincian asset.
b.    Realisasi untuk belanja perjalanan dinas sebesar Rp547.132.220,28 yang pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
c.    Aset Tetap yang berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum dicatat  oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
BPK menyadari bahwa Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah melakukan perbaikan dan penyempurnaan terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Hal ini dapat terlihat antara lain dari proses penyusunan LKPD yang pada tahun ini dapat disampaikan kepada BPK lebih awal daripada tahun-tahun sebelumnya. Perbaikan dan penyempurnaan tersebut harus dilakukan secara optimal terutama dalam menindaklanjuti kelemahan yang ada sesuai rekomendasi BPK
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